
 
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 
 
 
 

KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
NOMOR 28/KPTS/M/2025 

TENTANG 
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 

RAKYAT NOMOR 22/KPTS/M/2023 TENTANG BESARAN PENGHASILAN 
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DAN BATASAN LUAS LANTAI 

RUMAH UMUM DAN RUMAH SWADAYA 
 

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, 
 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk mendukung peningkatan akses dan 
keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah yang 
dapat memanfaatkan kemudahan pembangunan dan 
perolehan rumah; 

b. bahwa Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan 
Pembangunan dan Perolehan Rumah yang telah ditetapkan 
dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan 
Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang 
Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah 
Swadaya, perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan data 
kondisi ekonomi saat ini; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang 
Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 Tentang 
Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah 
Swadaya; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5158); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5252), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 
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4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 388); 

5. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064); 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN 
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR 22/KPTS/M/2023 TENTANG BESARAN 
PENGHASILAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH 
DAN BATASAN LUAS LANTAI RUMAH UMUM DAN RUMAH 
SWADAYA. 

 
KESATU :  Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
22/KPTS/M/2023 Tentang Besaran Penghasilan Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah 
Umum dan Rumah Swadaya, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

 
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Tembusan: 
1. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
3. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan 

Kawasan Permukiman; 
4. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan 

Kawasan Permukiman; 
5. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan 

Kawasan Permukiman; 
6. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian 

Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
7. Inspektur Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
8. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 

Industri dan Lingkungan; 
9. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan 

Pemberdayaan Masyarakat; dan 
10. Para Pejabat Tinggi Pratama di Kementerian Perumahan dan Kawasan 

Permukiman. 
 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 17 April 2025 
  
MENTERI PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PERMUKIMAN, 
 

Ttd. 
 
 
MARUARAR SIRAIT 

 


